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ABSTRAK 

Fatimah Azzahra, Nuryanti Mustari, dan Nur Wahid. Penerapan Dynamic 

Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.   

Program Kota Layak Anak merupakan komitmen bersama antara 

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan 

anak. Salah satu daerah yang ikut berkomitmen dalam penyelenggaraan Kota Layak 

Anak adalah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan Dynamic Governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (studi 

kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar). 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan kota layak anak klaster 

perlindungan khusus masih rendah dikarenakan tingkat kekerasan terhadap anak di 

Kota Makassar lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. 

Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen 2007, yang mana terdapat 

tiga kapabilitas dalam Dynamic Governance, yaitu thingking ahead (berpikir 

kedepan), thingking again (meninjau kembali), thingking across (berpikir lintas 

batas). Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah berpikir kedepan dalam 

mempersiapkan pelayanan langsung dengan membentuk tim shelter warga di setiap 

kelurahan dan tidak langsung melalui media, Kota Makassar juga telah meninjau 

kembali dengan melakukan evaluasi Kota Layak Anak, dan Kota Makassar belum 

berpikir lintas batas dalam menciptakan berbagai inovasi yang ada.  

 

 

Kata kunci: dynamic governance, shelter warga, evaluasi, inovasi, kota layak anak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian 

global, mulai dari badan dalam pemerintahan sampai lembaga non-

pemerintahan yang dibentuk untuk kepentingan perempuan dan anak. Selain 

itu, berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan 

perempuan dan anak terus diterapkan. Bahkan mengakhiri kekerasan terhadap 

perempuan dan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs). 

Pemenuhan hak anak yang termasuk dalam hak asasi manusia harus 

mendapat perlindungan dari pelanggaran moralitas yang merugikan bagi anak. 

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki nilai kursial bagi 

keberlanjutan dan keberlangsungan peradaban manusia  (Budiardjo, 2021) . 

Ketidakmampuan anak untuk mempertahankan haknya karena 

ketidakmatangan mental dan fisiknya dari berbagai tindakannya yang 

menyebabkan kemunduran mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek 

kehidupan. Akibatnya, pemerintah dan Masyarakat harus komitmen untuk 

membangun kehidupan dan penghidupan yang layak bagi anak  (Nuryanti, 

2022). 
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Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tentang 

Konvensi Hak Anak adalah kesempatan penting yang mampu meneguhkan 

komitmen untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak sebagai perwujudan 

terpenuhinya hak anak. Konvensi ini melibatkan kerja sama internasional 

untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap Negara (Irawan & 

Amaliyah, 2022). Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yaitu (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 

hujum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Negara 

berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. 

 UNICEF (United Nations Children’s Fund) menyatakan bahwa kota 

ramah anak adalah kota yang melindungi hak setiap anak sebagai warga kota. 

Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang menghormati hak-hak 

anak (Sanura, 2020) yang dapat ditunjukkan oleh: 1) memberikan akses 

pelayanan kesehatan, Pendidikan, air bersih dan lingkungan sehat, 2) 

menyediakan kebijakan dan anggaran yang didedikasikan untuk anak, 3) 

memberi anak lingkungan yang aman dan nyaman di mana mereka dapat 

berkembang, 4) keseimbangan sosial, ekonomi, dan perlindungan dari bencana 

alam dan kerusakan lingkungan, 5) perhatikan anak-anak yang bekerja di jalan, 

mengalami eksploitasi seksual, memiliki kecacatan, atau tidak memiliki 

dukungan orang tua, 6) ada ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam 
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proses pengambilan keputusan, yang berdampak langsung pada kehidupan 

mereka. 

Dalam Peraturan   Walikota   Makassar mengacu pada upaya program 

maupun kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak anak  Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA) adalah sistem pembangunan KLA yang mengintegrasikan 

komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang 

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan perlindungan anak (Wulandari & Taufiq, 2019).  

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun dari data 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 

jumlah populasi anak pada tahun 2023 dari usia 0 sampai 18 tahun sebanyak 

467.373 jiwa. 

Peta sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada 

di Indonesia pada tahun 2023 yang dibuat oleh Sistem Informasi Online 

Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai berikut: 
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Gambar 1. 1 Peta Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 

Indonesia tahun 2023 

 

Keterangan: Warna semakin tua, kasus semakin tinggi 
Sumber: SINFONO-PPA, KPPPA 

Dari peta sebaran tersebut dapat dilihat Sulawesi Selatan merupakan 

salah satu provinsi dengan angka kekerasan yang tinggi disbanding dengan 

provinsi lain di Indonesia. Kasus kekerasan di Sulawesi selatan benar 

seringkali melewati halaman berita online maupun tayangan televisi nasional. 

Jika dikerucutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kota Makassar dinobatkan sebagai kota layak anak dan memiliki 

peraturan yang mengatur hak anak. Meskipun demikan, kota Makassar masih 

ada banyak masalah yang terjadi pada anak-anak. Salah satu masalah penting 

dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah tingginya tingkat 

kekerasan anak di Kota Makassar. Kekerasan yang terjadi pada anak memiliki 

efek fisik dan negatif, seperti trauma atau gangguan mental yang sangat 

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Nurhayati dkk, 2019). 
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Tabel 1. 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sulawesi Selatan 

berdasarkan kejadian tahun 2021-2023 

Kota/Kab 
Tahun 

Jumlah Kasus 
2021 2022 2023 

Makassar 769 361 634 1764 

Gowa 99 54 111 264 

Maros 56 28 48 132 

Takalar 14 23 63 100 

Bone 25 44 33 102 

Soppeng 29 37 45 111 

Sinjai 19 6 30 55 

Pinrang 51 39 37 127 

Luwu Timur 47 71 30 148 

Barru 15 14 21 50 

Pare-pare 39 62 50 151 

Enrekang 23 29 22 74 

Bulukumba 43 20 20 83 

Pangkep 18 26 45 89 

Sidrap 9 16 6 31 

Toraja Utara 16 19 24 59 

Jeneponto 29 47 39 115 

Palopo 5 32 52 89 

Luwu 41 33 14 88 

Toraja 62 64 39 165 

Luwu Utara 52 46 30 128 

Wajo 22 71 38 131 

Selayar 4 2 1 7 

Bantaeng 40 25 26 91 

Jumlah 1527 1169 1307  4003 

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)  
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Gambar 1. 2 Grafik Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2021-2023 

 

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 

berdasarkan kejadian 2021-2023 

Menurut data sementara SIMFONI-PPA berdasarkan pembagian 

kabupaten/kota maka ditemukan Kota Makassar memiliki angka kekerasan  

terhadap anak tertinggi dari tahun 2021-2023 dibanding Kabupaten/Kota lain 

di antaranya pada tahun 2021 ada 769 kasus, tahun 2022 ada 361 kasus, dan 

tahun 2023 ada 643 kasus.  Kondisi sosial ekonomi pelaku, seperti kemiskinan, 

rendahnya tingkat pendidikan formal, pendidikan dalam keluarga yang 

terabaikan serta peredaran miras menjadi pemicu pelaku melakukan tindak 

kekerasan (Teja, 2016). Dari data yang yang diperoleh, menjadi pertanyaan 

bagi peneliti sendiri bagaimana sistem dalam pemerintahan tersebut sehingga 

bisa menurunkan angka kekerasan. 
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Tabel 1. 2 Angka Kekerasan Anak di Kota Makassar pada tahun 2023 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah Kasus 
L P 

1 Panakukang 27 65 92 

2 Biringkanaya 16 42 58 

3 Manggala 29 36 65 

4 Tamalate 32 65 97 

5 Rappocini 23 44 67 

6 Tallo 20 37 57 

7 Makassar 16 37 53 

8 Mariso 11 23 34 

9 Mamajang 4 13 17 

10 Tamalanrea 9 23 32 

11 Bontoala 9 18 27 

12 Ujung Pandang 4 7 11 

13 Wajo 4 7 11 

14 Ujung Tanah 1 12 13 

15 Kepulauan Sangkarrang 0 0 0 

Jumlah 205 429 634 

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar. 2023. 

Dari Tabel di atas bisa kita lihat bahwa angka kekerasan Anak di Kota 

Makassar yang dimana angka tertinggi berada di kecamatan Tamalate yaitu 97 

Kasus, lalu disusul Kecamatan Panakkukang yaitu 92 Kasus, dan Kecamatan 

Rappocini yaitu 67 kasus. Adapun wilayah yang aman dari kekerasan anak ada 

di Kepulauan Sangkarrang dengan angka kekerasannya 0 kasus. 

Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan huku 

yaituman sesuai Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 

tentang Bullying Anak dengan Pasal 80 (1) yang berisi tentang setiap orang 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 c, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 

banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah. 
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Esensi   pokok   dalam   penelitian   ini   adalah   melalui dynamic   

governance atau pemerintahan    yang    dinamis    mampu    memberikan    

bantuan    masukan    dalam    sistem penyelenggaraan  Kota  Layak  Anak  agar  

terciptanya  kebijakan,  program  atau  kegiatan  pada tingkat kota terkait 

perlindungan terhadap anak yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan 

dapat terus efektif serta agar Kota Makassar mampu menjadi sebuah kota yang 

memberikan rasa  aman  dan  nyaman  bagi  anak  sesuai  dengan  Rencana  

Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Kota  Makassar.  

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada kluster 

perlindungan khusus, karena masih banyak anak-anak yang mengalami 

kekerasa secara fisik dan psikis, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam 

lingkup masyarakat yang dimana kota Makassar saat ini merupakan kota layak 

anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan 

Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Dynamic Governance dalam 

Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Dynamic Governance dalam 

Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka Adapun 

manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

yang akan datang. 

b. Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman lebih mendalam 

kepada unsur pemerintah, organisasi, Masyarakat maupun mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap 

masalah yang dihadapi secara nyata. 

b. Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber 

informasi dan masukan bagi pemerintah mengenai penyelenggaraan 

kota layak anak dengan konsep Dynamic Governance.
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai salah satu bahan 

untuk memperkaya teori yang akan diteliti ke depannya. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. 

Judul, Nama, 

dan Tahun 

Peneliti 

Jenis 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

dan 

Perbedaan               

1. Tata Kelola 

Pemerintahan 

Dinamis 

(Dynamic 

Governance) 

dalam 

Penyelenggar

aan Kota 

Layak Anak 

di Kota 

Pekanbaru 

(Sari & Rusli 

(2023)  

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Kualitatif 

Pemerintah Kota 

Pekanbaru telah 

berpikir kedepan 

dengan 

mempersiapkan 

pelayanan online dan 

offline serta membuat 

Rencana Aksi Daerah 

Pengembangan Kota 

Layak Anak dan 

membentuk Tim 

Gugus Tugas Kota 

Layak Anak, Kota 

Pekanbaru juga telah 

berpikir lagi dengan 

melakukan evaluasi 

Kota Layak Anak, dan 

Kota Pekanbaru telah 

berpikir lintas batas 

dengan mengadopsi 

pemikiran dari daerah 

lain seperti daerah 

sawahlunto yang 

berhasil memiliki 

perda kawasan tanpa 

rokok.  

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu terletak 

pada teori 

yang 

digunakan 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

teori Neo, 

Boon & Chen 

(2007). 

Adapun 

perbedaanya 

terletak pada 

lokus 

penelitian. 

2. Strategi 

Pemerintah 

Kota Ambon 

dalam 

Mewujudkan 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

Kota Ambon telah 

menyandang predikat 

Kota Layak Anak 

Primer, namun 

fasilitas umum ramah 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu terletak 

pada fokus 
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Kota Layak 

Anak 

(Patilima, 

2023) 

deskriptif 

Kualitatif 

disabilitas masih 

belum memadai. 

Selain itu, belum ada 

ruang public terpadu 

ramah anak yang ada 

di Kota Ambon 

penyelenggara

an kota layak 

anak. Adapun 

perbedaanya 

terletak pada 

teori dan lokus 

penelitian 

yang 

digunakan. 

3. Upaya 

Mewujudkan 

Dynamic 

Governance 

pada 

Pelayanan 

Publik di 

Dinas 

Kependuduka

n dan 

Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Siduarjo 

(Alim, 2022) 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Kualitatif 

Pengaruh dari able 

people dan agli 

processes sangat 

menentukan 

kapabilitas untuk 

menghadapi dinamika 

yang terjadi di 

pelayanan public. 

Kurang meratanya 

kompetensi dan 

kurang banyaknya 

tenaga kerja 

menyebabkan 

gagasan thingking 

ahead belum dapat 

direncanakan dengan 

matang. Elemen 

kapabilitas yang dapat 

dijalankan dengan 

baik yaitu thingking 

again dimana instansi 

selalu meninjau 

evaluasi kinerja 

pegawai organisasi. 

Selanjutnya, 

thingking accros 

menjadi elemen 

kapabilitas yang telah 

dijalankan dengan 

baik dengan 

mempelajari 

keberhasilan daerah 

lain dalam 

menyelenggarakan 

mal pelayanan public 

lalu mengadopsinya. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu terletak 

pada teori 

yang 

digunakan 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

teori Neo, 

Boon & Chen 

(2007). 

Adapun 

perbedaanya 

terletak pada 

variable 

penelitian 

yaitu 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variable 

Pelayanan 

Publik 

sedangkan 

penelitian 

saya 

menggunakan 

variable 

penyelenggara

an kota layak 

anak. 
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B. Teori dan Konsep 

1. Konsep Dynamic Government 

Dynamic atau Dinamis merupakan sebuah kata yang 

menggambarkan keadaan dimana sering berubah-ubah atau tidak menentu. 

Hal inilah yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya. Keadaan tidak menentu yang dimaksud sama artinya 

dengan perubahan social di masyarakat (Yanuar et al., 2023). Menurut 

Mazidah et al., (2020) Dynamic governance dapat dikatakan sebagai 

pemerintahan yang dinamis. Artinya, pemerintah dapat menyesuaikan 

kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga 

mengikuti perkembangan zaman. 

Menurut Neo dan Chen (dalam Alim, 2022), dynamic governance 

adalah kemampuan Pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan 

program secara berkelanjutan sehingga kepentingan jangka dapat tercapai 

dengan memperhatikan elemen culture dan capabilities (think ahead, think 

again, think across) disertai faktor pendorong di dalam diri sumber daya 

manusia seperti able people dan agile processes. Faktor eksternal juga 

menjadi pengaruh untuk sukses tidaknya program yang dibentuk.  

Menurut Mayarni, (2020) Dynamic governance merupakan suatu 

tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, baik institusi ataupun lembaga serta struktur pemerintahan 

yang telah dipilih. Hal tersebut sebagai pendorong bagi pemerintah untuk 

memudahkan proses interaksi menuju kepada kemajuan ekonomi negara 
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serta kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Perhatian yang dapat 

ditekankan pada pemikiran dynamic governance yaitu pemerintah 

seharusnya dapat memikirkan tindakan jangka panjang untuk menghadapi 

permasalahan-permasalahan yang dinamis. Perubahan dunia yang sangat 

cepat dapat membuat ketidakpastian terkait kondisi di masa kini ataupun 

di masa mendatang. 

Adapun konsep dasar Dynamic Governance adalah 

mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat 

menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana telah 

disebutkan di atas bahwa satu konsep Dynamic Governance merupakan 

kombinasi antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan 

perubahan dimana diadasarkan pada Budaya yang menunjukkan 

keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki 

bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran bersama 

dari masyarakat tertentu berdasarkan sejarah pengalaman bersama yang 

berwujud menjadi satu tataran nilai kehidupan (Fauzi & Iryana, 2017). 

Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar Dynamic 

Governance, maka dua elemen dynamic governance menurut Boon, dan 

Geraldine adalah: 

a. Pertama, satu budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas 

integrit yang diartikan memiliki kesamaan tindankan, tidak dapat 

disuap/tidak korupsi atau incorruptibility yang diartikan memiliki 

kejujuran dan loyalitas , berdasar bakat dan kemampuan/prestasi atau 
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meritocracy, yang diartikan setiap pekerjaan dana bagian organisasi 

Berdasarkan bidang kehalian serta orientasi pasar yang berkeadilan 

(market), yang diartikan kemampuan untuk dapat memenuhi 

kebeutuhan, kemudahan dalam menyesuaikan/lebih berorientasi pada 

pencapaian tujuan negara daripada berkutat pada soal ideology 

pragmatism, yang diartikan kemampuan untuk berproses Berdasarkan 

pada ideologi berbagai etnik dan kepercayaan atau multiracialism, 

termasuk juga didalam budaya adalah: aktivitas negara atau state 

activism, rencana dan tujuan jangka panjang atau long-term, kebijakan 

sesuai kehendak masyarakat atau relevance, pertumbuhan atau 

growth, stabilitas atau stability, bijaksana atau prudence, dan mandiri 

atau self-reliance. 

b.  Kedua, didukung pula adanya kemampuan yang dinamis, meliputi: 

thinking ahead atau berpikir kedepan yang diartikan kemampuan 

untuk mengartikan berbagai tantangan dan kesiapan dalam 

menghadapi berbagai harapan, thinking again atau mengkaji ulang 

yang diartikan satu konsep kegiatan yang berupa kegiatan secara 

sistematis, dan thinking across atau belajar dari pengalaman 

negara/organisasi lain. 
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Menurut Fauzi & Iryana (2017) dengan memperhatikan peranan 

strategis birokrasi pemerintahan, maka strategi Dynamic Governance 

sebagai berikut: 

a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra negatif 

terhadap pemerintah menjadi citra positif, dengan jalan memperbaiki 

manajemen pelayanan (manajemen kepercayaan), sesuai dengan 

tujuan pemerintah, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

b. Mengubah pola pikir birokrat (aparat pemerintah) sebagai orang yang 

mau dilayani menjadi orang yang seharusnya melayani. Hal ini 

penting untuk diketahui dengan tujuan memberikan kepuasan kepada 

masyarakat dari apa yang telah diberikan pemerintah kepada 

masyarakat.  

c. Mengubah budaya lisan (budaya ngobrol dengan teman sekerja di luar 

dari pekerjaan utama/pelayan kepada masyarakat) menjadi budaya 

yang bertanggung jawab sesuai tugas yang telah diembannya sebagai 

pelayan masyarakat. 

d. Perbaikan pada sistem manajemen urusan pemerintahan (tata kelola) 

mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan, dalam hal ini 

perencanaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, secara 

efektif, efisien dan profesional. 

e. Pemberian sanksi hukuman bagi aparat birokrasi pemerintahan yang 

setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap 

penyelewengan kewenangan yang diamanahkan Negara kepada 
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aparat pemerintahan tersebut. Penyelewengan kewenangan disini 

terkait dengan anggaran Negara yang digunakan secara pribadi, 

kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang tanpa pandang bulu, 

dan adanya unsur kolusi dan nepotisme untuk kepentingan pribadi.  

f. Perbaikan etika dan moralitas bagi aparat birokrasi pemerintahan 

mulai dari pusat sampai ke daerah dengan menegakkan kode etik dan 

aturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten.  

g. Peningkatan pendidikan formal dan non-formal bagi aparat 

pemerintah secara ketat. Dan menanamkan rasa tanggung jawab yang 

tinggi bagi aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan 

responsif terhadap keluhan yang datangnya dari masyarakat, 

khususnya dalam pelayanan publik. 

Konsep Dynamic Governance ini diharapkan menjadi formulasi 

pembaharuan guna menjawab berbagai tantangan global serta kemajuan 

konsep pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini. 

2. Konsep Kota Layak Anak 

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama 

kali oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 

melalui kebijkan kota layak anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan 

kabupaten, belakang istilah kota layak anak menjadi kabupaten/kota layak 

anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. 
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Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah 

dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem 

Pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan 

khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan 

berkelanjutan”. 

Tujuan Pengembangan KLA adalah membangun inisiatif 

pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi 

konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) dari 

kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan 

dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 

ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah 

kabupaten/kota. 

Kabupaten/Kota layak anak atau kota ramah anak adalah suatu 

gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah 

lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas; 

yang meberikan kesempatan pada anak; dan memiliki fasilitas pendidikan 

yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki 

lingkungan dan dunia mereka. 
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Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak 

yang selanjutnya disingkat KLA yaitu kabupaten/kota dengan sistem 

pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan 

khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan 

berkelanjutan. Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan: a)Perencanaan 

KLA; b)Pra-KLA; c)Pelaksanaan KLA; d)Evaluasi KLA; dan 

d)Penetapan peringat KLA. Penyelenggaraan KLA memperhatikan 

kelembagaan dan 5 (lima) klaster anak yang meliputi: 

a. Klaster hak sipil dan kebebasan (3 Indikator); 

1) Akta Kelahiran 

2) Informasi Layak Anak 

3) Partisipasi Anak 

b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (4 Indikator); 

1) Perkawinan Anak 

2) Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga 

3) Lembaga Pengasuhan Alternatif 

4) Infrastruktur Ramah Anak 

c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 Indikator); 

1) Persalinan di Fakses 

2) Prevalensi Gizi 

3) PMBA 

4) Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak 
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5) Air minum dan sanitasi 

6) Kawasan tanpa rokok 

d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya 

(3 Indikator); dan 

1) PAUD-HI 

2) Wajar 12 Tahun 

3) SRA 

4) PKA 

e. Klaster perlindungan khusus 

1) Korban Kekerasan dan Eksploitasi 

2) Koban Pornografi dan situasi darurat 

3) Penyandang disabilitas 

4) ABH, Terorisme, dan Sigma 

Kemudian Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun   2017   

tentang   Kota   Layak   Anak mengenai Rencana Aksi Daerah Kebijakan 

Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana 

yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang 

dilakukan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai 

instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.  

Menurut Anirwan, (2022) menyatakan bahwa Program kota layak 

anak di Kota Makassar dilaksanakan melalui Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Program Kota Layak Anak diterapkan 



19 
 

 
 

pada tahun 2018 sampai sekarang oleh Pemerintah Kota Makassar beserta 

badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  

Adapun Kota layak anak di Makassar untuk 3 tahun terakhir pada 

tahun 2021 kota Makassar meraih predikat madya oleh Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang 

diserahkan melalui daring, dimana pemerintah kota Makassar dinilai telah 

memenuhi kriteria dalam evaluasi dari seluruh stakeholder anak di 

Makassar. Predikat ini diraih berdasarkan penilaian 5 kategori untuk kota 

layak anak. Kemudian pada tahun 2022 Kota Layak Anak di Kota 

Makassar meraih predikat Nidya. Predikat ini diraih 1 tingkat lebih tinggi 

dimana berbeda dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan kategori 

madya . Selanjutnya pada tahun 2023 Kota Makassar kembali lagi meraih 

penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Nidya, yang juga telah 

diraih pada tahun 2022. Artinya, kota Makassar berhasil mempertahankan 

predikat KLA pada kategori yang sama. Penghargaan ini diberikan secara 

langsung oleh Menteri PPPA kepada Wakil Walikota Makassar di hotel 

Padma, Kota Semarang, Jawa tengah.  

3. Teori Dynamic Governance 

Menurut Neo, Boon and Chen (2017) Dynamic Governance adalah 

kemampuan suatu pemerintah untuk terus menerus menyesuaikan 

kebijakan dan program publik, serta mengubah cara perumusan dan 

pelaksanaanya sehingga kepentingan jangka panjang masyarakat dapat 

tercapai. Dynamic Governance sangat penting bagi pembangunan 
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ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dalam lingkungan yang tidak 

menentu dan cepat berubah. Dynamic Governance memerlukan 

pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan pemahaman mendalam 

tentang perkembangan masa depan yang mungkin berdampak pada suatu 

instansi, kemauan untuk meninjau peraturan dan kebijakan yang mungkin 

sudah ketinggalan zaman seiring dengan perubahan keadaan, dan 

keterbukaan untuk beradaptasi.  

Konsep Dynamic Governance dari Neo, Boon and Chen (2007) 

terdiri dari tiga indikator utama yaitu, think ahead, think again, dan think 

across yaitu: 

a. Think Ahead (Berpikir ke depan) merujuk pada kemampuan untuk 

memahami sinyal-sinyal awal perkembangan masa depan yang 

mungkin berdampak pada suatu instansi agar tetap relevan dengan 

masyaraka. 

b. Think Again (Berpikir kembali) berarti kemampuan untuk 

memikirkan kembali dan membuat ulang kebijakan-kebijakan yang 

sudah berjalan agar kinerja suatu instansi bisa lebih baik. Thinking 

again berhubungan pada peninajauan ataupun analisis ulang terhadap 

setiap data dari kerja pemerintah yang lebih actual dan adanya umpan 

balik dari setiap stakeholder yang ikut terlibat.  

c. Think Across (Berpikir lintas batas) merupakan kemampuan dan juga 

keterbukaan dalam berwawasan untuk ikut mempelajari pengalaman 

ide dan konsep baru dapat diperkenalkan ke dalam suatu institusi.  
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Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teori Neo, 

Boon and Chen (2017) meskipun ada beberapa teori yang lain namun ini 

lebih sesuai dibanding teori yang lain untuk menganalisis data peneliti. 

C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana Penerapan Dynamic 

Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.  Maka peneliti berpedoman 

pada elemen kapabilitas Dynamic Governance dari Neo, Boon and Chen 

(2007) terdiri dari tiga indikator utama yaitu, (1) think ahead, (2) think again, 

(3) think across. Jadi ketiga indikator tersebut digunakan untuk memahami 

arah pembahasan dari penelitian ini. Maka berikut uraian yang mendasari 

kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat diilustrikan sebagai berikut: 

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak 

Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
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dari Neo, Boon and Chen (2007) 

1. Thingking Ahead 

2. Thungking Again 

3. Thingking Across 

Tercapainya penerapan Dynamic 

Governance dalam Penyelenggaraan 

Kota Layak Anak 



22 
 

 
 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Penerapan Dynamic 

Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dengan inditator Thingking 

Ahead, Thingking Again dan Thingking Across. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan deskripsi fokus 

penelitian yaitu: 

1. Thinking Ahead (Berpikir ke depan) 

Think Ahead merujuk pada kemampuan untuk memahami sinyal-

sinyal awal perkembangan masa depan yang mungkin berdampak pada 

suatu instansi agar tetap relevan dengan masyarakat seperti antisipasi 

perubahan dan pengambilan keputusan dalam Penyelenggaraan Kota Layak 

Anak di Kota Makassar: 

a. Antisipasi Perubahan 

Antisipasi perubahan yaitu secara sadar menyadari kejadian-

kejadian terkait dan/atau tidak terkait yang dapat memicu perubahan. 

b. Pengambilan Keputusan Jangka Panjang 

Pengambilan keputusan jangka panjang yaitu memilih diantara 

alternative penyelesaian untuk membangun stigma kedepan dalam 

jangka panjang.  
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2. Thinking Again (Berpikir kembali) 

Thingking again berarti kemampuan untuk memikirkan kembali dan 

membuat ulang kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan agar kinerja suatu 

instansi bisa lebih baik yang mencakup evaluasi. Evaluasi yaitu 

mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks local, 

mempertimbangkan kondisi dan keadaan di lingkungan, apakah hasil yang 

dicapai oleh kebijakan tersebut sudah memenuhi harapan atau target. 

3. Thinking Across (Berpikir lintas batas) 

Thingking Across merupakan kemampuan dan juga keterbukaan dalam 

berwawasan untuk ikut mempelajari pengalaman ide dan konsep baru dapat 

diperkenalkan ke dalam suatu institusi yang mencakup inovatif dan 

prespektif. 

a. Inovatif 

Inovatif yaitu menciptakan suatu ide-ide baru dari temuan yang 

sudah ada sebelumnya dan diterapkan untuk meningkatkan kinerja 

b. Perspektif 

Perspektif yaitu cara pandang DP3A terhadap suatu ide atau 

inovasi yang ada di lingkungan sekitar atau luar untuk bahan 

percontohan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai dari 30 November –

1 Maret 2024, terhitung saat keluarnya surat pengantar penelitian sampai 

selesai. Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang telah ditetapkan yaitu di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 

tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 2, Bulo Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota 

Makassar. Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui 

bagaimana penerapan Dynamic Governance dalam penyelenggaraan kota 

layak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar.  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok (Rukajat, 2018). Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Semua data 

yang dikumpulkan memiliki kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti. 
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Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi 

kasus yaitu penelitian yang menggambarkan dengan jelas tentang Penerapan 

Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.  

C. Informan 

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak 

data mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek 

penelitian terkait penerapan Dynamic Governance dalam penyelenggaraan 

Kota Layak Anak yang ada di Kota Makassar tersebut. Wawancara dilakukan 

menggunakan alat tulis menulis dan perekam suara handphone sebagai alat 

bantu dalam melakukan penelitian. 

Table 3. 1 Informan Penelitian 

No. Nama Keterangan 

1. Muslimin, S.Pd Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota 

Makassar 

2. Halidjah Hanafi, S.H Pejabat Fungsional Bidang Pemenuhan Hak 

dan Perlindungan Anak 

3. Natasha Jasmine Amelianty Wakil Sekretaris Forum Anak 

4. Rilo Prasetyo Sahari Masyarakat 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat tiga teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni: 

wawancara, observasi, studi dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan wawancara 

secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara. 

Dalam teknik wawancara seorang peneliti bisa merekam hasil jawaban 
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dari informan untuk memudahkan peneliti mengingat jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada informan. 

2. Observasi 

Teknik ini merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung pada objek yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang 

berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada 

kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya. 

3.  Studi Dokumentasi 

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan 

kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik 

visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian 

berupa pegembangan sumber daya manusia.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah 

sebuah data menjadi informasi. Data yang telah didapatkan akan diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis 

data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data 

primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data yaitu sebagai 

berikut:  
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1. Reduksi Data 

Reduksi data bertujuan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data tersebut 

diolah menjadi lebih bermakna sehingga memberikan gambaran yang 

jelas.  

2. Penyajian Data 

Dalam penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami selama penelitian berlangsung. Penyajian data bertujuan 

untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih 

kepada menyusun teks narasi deskriptif. Dalam penyajian data selain 

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan tabel.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan yang berupa tanggapan terhadap rumusan 

masalah. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan sebuah 

penelitian yang membahas suatu masalah.  
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F. Teknik Pengabsahan Data 

Triangulansi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Dengan demikian triangulansi sumber, triangulansi pengumpulan 

data dan   Sumber. 

Triangulansi Sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan 

menguji data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan 

dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan 

dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

yang ada.   

1. Triangulansi Teknik  

Triangulasi Teknik dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang 

berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Dalam hal ini 

diperoleh dengan wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi dan 

dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data 

yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi tambahan dengan informan 

yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

2. Triangulasi Waktu  

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengumpulan data 

dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, 
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tidak banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian 

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan berulang-ulang untuk 

mencari kepastian data tersebut. Triangulansi waktu dapat juga dilakukan 

dengan memverifikasi hasil penelitian tim peneliti lain yang ditugaskan 

untuk mengumpulkan data.
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BAB IV 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Kota Makassar 

Makassar terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 

5°8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan 

kabupaten Kepulauan Pangkajene, sebelah timur Kabupaten Maros, 

sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. 

Kota Makassar memiliki topografi dengn kemiringan lahan 0-2° (datar) 

dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar 

tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang 

hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai 

dengan 29°C. 

Gambar 4. 1 Peta Letak Geografis Kota Makassar 

Sumber: Google Maps 
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Kota Makassar terletak di antara pantai yang membentang 

sepanjang koridor barat dan utara yang dikenal sebagai “Waterftont City” 

yang didalamnya mengalir beberapa sungai (sungai tallo, sungai 

jeneberang, dan sungai pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam 

Kota. Kota Makassar merupakan daratan rendah yang berada pada 

ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Dari kondisi ini 

menyebabkan Kota Makassar mengalami genangan air pada musim hujan, 

terutama pada saat turun hujan bersamaan naiknya air pasang. 

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan 

dengan 153 kelurahan. Di anatara 14 kecamatan tersebut, ada tujuh 

kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, 

kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan ujung Tanah, kecamatan 

tallo, kecamatan tamalanrea dan kecamatan biringkanaya. Di bawah ini 

adalah informasi luas wilayah per-kecamatan di Kota Makassar: 

Table 4. 1 Luas Wilayah per-kecamatan di Kota Makassar 
Kecamatan Luas (km2) 

Tamalanrea 31,84 

Biringkanaya 48,22 

Manggala 24,14 

Panakkukang 17,05 

Tallo 5,83 

Ujung Tanah 5,94 

Bontoala 2,10 

Wajo 1,99 

Ujung Pandang  2,63 

Makassar 2,52 

Rappocini 9,23 

Tamalate 20,21 

Mamajang 2,25 

Mariso 1,82 

Kepulauan Sangkarrang 0,52 

TOTAL 176,29 km persegi 
Sumber: Pemerintahan Kota Makassar 
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2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar sebuah lembaga pemerintah di Kota Makassar yang bertanggung 

jawab atas berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak-anak di 

wilayah Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Makassar mencerminkan komitmen yang kuat untuk 

meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya perempuan serta 

perlindungan hak-hak anak di tengah masyarakat yang terus berkembang.  

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak 

yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak 

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, 

dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak 

dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau 

perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban 

kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang 
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disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan 

perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi 

dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. 

Dalam melaksanakan semua program ataupun tugas-tugas yang 

telah ditetapkan agar berjalan sesuai rencana Dinas Permberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki visi dan misi 

yaitu sebagai berikut: 

Visi: Terwujudnya kemandirian, keadilan dan kesetaraan gender serta 

perlindungan anak. 

Misi: 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam 

pembangunan. 

2) Mewujudkan kebijakan yang responsif gender, berkesetaraan 

dan berkeadilan gender. 

3) Mewujudkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 

Kota Makassar 

Adapun daftar susunan struktur organisasi yang terdapat pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 

sebagai berikut:  
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Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar 

 

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2022 

4. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2023 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Makassar memiliki tugas membantu Wali Kota 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah 
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dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah. Dalam 

menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian Tugas Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: 

2) Merencanakan program kerja dinas sebagaimana pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancer; 

4) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

6) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

7) Merumuskan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan, 

pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan 

khusus anak; 

8) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan ebijakan bidang 

kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan 

perempuan dan perlindungan khusus anak; 

9) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya; 
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10) Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, 

kepegawaian, barang milik daerah, perencanaan dan pelaporan 

kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas; 

11) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan; 

12) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan Perundang-undangan; 

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

14) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugasnnya. 

b. Sekretaris 

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan 

dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas 

sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Makassar:  

1) Menyusun rencana kegiatan secretariat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
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2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) Menyusun rancangan, megoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantiran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencaraan, 

penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; 

7) Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, 

kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah; 

8) Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, 

peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan 

kearsipan; 

9) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta 

fasilitas pelayanan informasi; 

10) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 

11) Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan system 

pengendalian intern pemerintah; 
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12) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

dinas; 

13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana; 

14) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; 

15) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan 

memberikan sarab pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; 

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya. 

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 

subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, 

monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah 

uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan pelaporan:  

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan 

Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian 

Kinerja Dinas; 

7) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana 

Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Dinas; 

8) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; 

9) Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Renja, Evaluasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

10) Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 



39 
 

 
 

11) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas; 

12) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya. 

d. Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, 

verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam menjalankan 

tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala Subbagian 

Keuangan: 

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melakukan administrasi gaji dan tunjangan Aparatur Sipil 

Negara; 

7) Melakukan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil 

Negara; 

8) Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan 

Dinas; 

9) Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas; 

10) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan; 

11) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun 

Dinas; 

12) Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi 

anggaran; 

13) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas; 
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14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 

Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya. 

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 

Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan umum, 

ketatausahaan, kerumahtaggaan, pengelolaan barang milik daerah, 

kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian. Dalam 

menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala 

Subbagian Umum dan Kepegawaian: 

1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 
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4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melakukan administrasi kepegawaian; 

7) Melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah 

lingkup Dinas; 

8) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah 

lingkup Dinas; 

9) Melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan 

kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan; 

10) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan 

fasilitasi pelayanan informasi; 

11) Melakukan pelayanan ketatausahaan; 

12) Melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat 

keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku; 

13) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas 

organisasi dan tata laksana; 

14) Melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai; 

15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas; 
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16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 

Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya. 

f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan 

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang kualitas hidup 

perempuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian 

tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan: 

1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 
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4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan 

pelaksanaan PUG; 

7) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG 

kewenangan Daerah; 

8) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran 

Responsif Gender (PPRG); 

9) Melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk 

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 

10) Menyusun kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan 

Daerah; 

11) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

penyelenggaraan PUG kewenangan Daerah; 

12) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG 

kewenangan Daerah; 

13) Melaksanakan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG 

kewenangan Daerah; 

14) Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan 

bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; 
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15) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan 

ekonomi; 

16) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial 

dan ekonomi; 

17) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada 

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; 

18) Melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan; 

19) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; 

20) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga; 

21) Melaksanakan pembentukan dan penguatan forum data gender 

dan anak; 

22) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian profil gender; 

23) Melaksanakan pengelolaan data dan sistema gender anak; 

24) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas; 

25) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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26) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Kualitas Hidup Perempuan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

27) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya. 

g. Bidang Pemenuhan Hak Anak 

Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan 

dan mengevaluasi kebijakan bidang pemenuhan hak anak. Dalam 

menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian tugas Kepala 

Bidang Pemenuhan Hak Anak: 

1) menyusun rencana kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 
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5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan 

advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada 

lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; 

6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan 

pemenuhan hak anak; 

7) Melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup 

anak; 

8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; 

9) Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan 

edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak; 

10) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup anak; 

11) Melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga 

dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak 

yang wilayah kerjanya dalam Daerah; 

12) Menyediakan data gender dan anak di kewenangan daerah; 

13) Melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak 

dalam kelembagaan data; 

14) Membuat standar/indikator sekolah ramah anak dan rumah 

ibadah ramah anak; 
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15) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga 

penyedia layanan pemberdayaan perempuan; 

16) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; 

17) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Pemenuhan Hak Anak dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya.  

h. Bidang Perlindungan Perempuan 

Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perlindungan 

perempuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian 

tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan: 

1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan; 

7) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan 

perlindungan perempuan; 

8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban 

kekerasan; 

9) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban 

kekerasan; 

10)  Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga 

penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; 

11) Melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan 

dalam situasi darurat dan kondisi khusus Daerah; 
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12) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia 

layanan perlindungan perempuan; 

13) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kelembagaan bidang 

perlindungan perempuan; 

14) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk 

mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; 

15) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan 

gender dan perlindungan anak bagi keluarga; 

16) Melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas keluarga; 

17) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga;  

18) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas; 

19) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Perlindungan Perempuan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya. 
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i. Bidang Perlindungan Khusus Anak 

Bidang Perlindungan khusus Anak dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang perlindungan 

khusus anak. Dalam menjalankan tugas tersebut, berikut adalah uraian 

tugas Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak: 

1) menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Khusus Anak 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna 

tertib administrasi perkantoran; 

5) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melaksanakan penguatan kerja sama lintas perangkat daerah 

untuk mewujudkan kota layak anak, kecamatan layak anak dan 

kelurahan layak anak; 
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7) Melaksanakan advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah 

dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan 

Kekerasan Terhadap Anak (KTA); 

8) Menyusun kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan 

Kota; 

9) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan AMPK; 

10) Melaksanakan pengembangan lembaga penyedia layanan 

AMPK; 

11) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia 

layanan perlindungan bagi AMPK; 

12) Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia 

lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi 

AMPK; 

13) Melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi (KIE) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kota; 

14) Melaksanakan penyediaan kebutuhan khusus bagi anak; 

15) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan 

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan 

kekerasan terhadap anak; 

16) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan 

terhadap anak; 

17) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
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18) Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan 

edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

19) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana 

prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan 

khusus; 

20) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas 

sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan 

perlindungan khusus; u. melaksanakan bimbingan dan pembinaan 

kelembagaan bidang perlindungan anak; 

21) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring 

antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan 

perlindungan khusus; 

22) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas; 

23) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

24) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Perlindungan Khusus Anak dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

25) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

terkait dengan tugasnya.   
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5. Jumlah Pegawai 

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar sebanyak 25 orang, sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari jenjang Pendidikan 

 

Table 4. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari jenjang Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

1. SMP/Sederajat 1 Orang 

2. SMA/Sederajat 4 Orang 

3. D3 1 Orang 

4. S1 12 Orang 

5. S2 7 Orang 

Jumlah 25 Orang 
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2023 

Table 4. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar dilihat dari Pangkat dan Golongannya 

No. Pangkat/Golongan Jumlah 

1. Eselon II 1 Orang 

2. Eselon III 5 Orang 

3. Eselon IV 4 Orang 

4. Fungsional Umum 9 Orang 

5. Fungsional Tertentu 6 Orang 

Jumlah 25 Orang 
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 2023 

Berdasarkan dari table di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah 

pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar dilihat dari jenjang pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 1 

Orang, pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 4 Orang, pendidikan D3 

sebanyak 1 Orang, pendidikan S1 sebanyak 12 Orang, pendidikan S2 

sebanyak 7 Orang, ASN sebanyak 25 Orang.  
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B. Hasil Penelitian 

Langkah yang di ambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar dalam penerapan Dynamic Governance 

harus diterapkan secara menyeluruh dan merata sehingga perempuan dan anak 

di Kota Makassar mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah. Hal 

ini disesuaikan dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan 

diimplementasikan dalam menjalankan program tersebut secara nasional. 

Secara umum strategi dalam DP3A merupakan upaya untuk melindungi anak 

dan perempuan. 

Dari hasil penelitian, ada beberapa permasalahan dalam perlindungan 

anak yaitu masih terdapat banyak tindak kekerasan pada anak dan juga 

perempuan. Sehingga, hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan 

penelitian guna menanggulangi permasalahan tersebut. 

1. Thingking Ahead (Berfikir Kedepan) 

Thingking Ahead merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor 

lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa 

mendatang, memahami dampaknya terhadap social-ekonomi masyarakat, 

mengidentifikasi pilihan investasi yang memungkin masyarakat 

memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang 

dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berpikir kedepan ini akan 

mendorong institusi pemerintah dalam menilai dan meninjai kembali 

kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, 
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dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menghadapi 

masa depan. 

a. Antisipasi perubahan 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah 

satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kota Makassar, Muslimin, S.Pd: 

“…Apabila terjadi perubahan tersebut, itu hal yang sangat 

wajar dan biasa saja. Orang-orang akan memiliki pendapat 

yang berbeda-beda dalam suatu perubahan. Namun, selama 

perubahan tersebut dapat diubah maka kita sebagai orang yang 

memiliki jabatan harus memiliki sikap yang terbuka, adaptis, 

dan kolaboratif. Sehingga, perubahan tersebut dapat di lalui 

dengan baik. Salah satu contohnya di DP3A sering terjadi 

perubahan baik dari segi pengurangan ataupun penambahan 

regulasi. Untuk menanggapi sikap tersebut kita harus 

menerima dan berkolaboratif ketika terdapat kendala dalam 

berkegiatan. Saya pikir, sikap terbuka untuk menerima dan 

berkolaboratif dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan” 

(29 Februari 2024) 

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat 

Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah 

Hanafi, S.H: 

“…Kami mengikuti sesuai standar operasional yang 

berpedoman dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara. Apabila terjadi perubahan-

perubahan artinya kami harus mengikuti atau sinkron dari 

pusat, provinsi lalu kota. Jadi, jika terjadi perubahan kita harus 

sinkronkan dengan program yang ada di pusat seperti program 

nasional. Tujuan nasional itu memang harus searah sampai ke 

tingkat daerah” (14 Maret 2024) 
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Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum 

Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty: 

“…DP3A sangat cepat tanggap karena di DP3A sendiri punya 

Tim Reaksi Cepat TRC yang merupakan sekelompok tim yang 

dibentuk untuk bersiaga 24 jam yang aktif untuk masyarakat. 

Jadi, bagaimana cepat tanggapnya DP3A melalui RTC semisal 

masyarakat mempunyai keluhan contohnya mendapatkan 

ancaman atau kekerasan, masyarakat bisa langsung 

menghubungi TRC” (17 Maret 2024) 

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo 

Sahari: 

“…Reaksi cepat semisal kita ingin menyampaikan keluhan 

bisa langsung diterima/difollow up. Jadi, penanganannya kita 

tidak merasa ketakutan berlebihan karena dengan 

menghubunginya langsung ada respon yang cepat” (17 Maret 

2024) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar bersifat terbuka dan adaptif jika terjadi perubahan-

perubahan yang memang harus untuk dilakukan selama perubahan itu 

sinkron dengan tujuan nasional yang harus dicapai dan selama itu 

tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam mengantisipasi 

perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Makassar sudah memiliki Standar Operasional Prosedur 

tersendiri untuk mengatasi hal tersebut.  
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b. Pengambilan Keputusan Jangka Panjang 

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan 

dengan beberapa informan terkait proses pengambilan keputusan 

jangka panjang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

diperoleh berbagai informasi dari wawancara yang penulis lakukan 

sebagi berikut: 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah 

satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan 

Anak, Muslimin, S.Pd: 

“…Dalam pengambilan keputusan jangka panjang 

membutuhkan pendekatan kolaboratif dan inklusif. Setiap 

pengambilan keputusan kita selalu mengutamakan rapat, 

diskusi dan musyawarah. Kemudian, menentukan tujuan yang 

ingin kita capai. Dalam mencapai tujuan tentunya kita 

membutuhkan pelaksana maka dari itu biasanya kita 

membentuk tim-tim sebagai penanggungjawab” (29 Februari 

2024) 

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat 

Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah 

Hanafi, S.H: 

“…Sebagai satu tim kita harus mencapai tujuan kita bersama. 

Jadi, setiap orang atau kelompok mempunyai tupoksinya 

masing-masing yang pembagiannya itu dirapatkan bersama 

semisal apa-apa saja yang menjadi tujuan, sasaran ataupun hal-

hal yang kiranya akan menjadi kendala. Dalam rapat tersebut, 

kita mencari solusi bersama-sama supaya tujuan dan sasaran 

itu tepat dan tidak melenceng” (14 Maret 2024) 
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Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum 

Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty: 

“…Salah satu program dari hasil keputusan bersama yang 

dilakukan oleh DP3A yang berhubungan dengan anak yang 

mempunyai slogan JAGAI ANAK TA. Nah, itu salah satu 

slogan yang diusulkan oleh walikota melalui DP3A membuat 

program-program yang sangat ramah untuk anak. Contohnya 

peningkatan kapasitas anak melalui forum anak Makassar dan 

bagaimana prestasi-prestasi anak di Kota Makassar sangat 

dilihat oleh DP3A serta pencegahan stunting melalui kesehatan 

(17 Maret 2024) 

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo 

Sahari: 

“…Walikota mendengar aspirasi masyarakat sehingga 

membentuk program-program yang ramah anak seperti dari 

pemeriksaan kesehatan DP3A merespon dengan baik. Apalagi 

dari sisi perlindungan khusus itu DP3A sangat memfasilitasi 

mengenai tindakan kekerasan” (17 Maret 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar telah memiliki caranya tersendiri dalam melakukan 

pengambilan keputusan jangka panjang. DP3A mengutamakan 

diskusi dan musyawarah secara bersama-sama untuk membuat suatu 

keputusan atau program jangka panjang, dan juga dalam 

keputusannya tersebut DP3A menerima berbagai saran dan masukan 

dari pihak luar misalnya dari Walikota selama itu bertujuan baik dan 

sejalan dengan visi misi DP3A. 
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2. Thingking Again (Berpikir Kembali) 

Thingking Again merupakan kemampuan meninjau kembali 

berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil 

yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi 

harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan 

kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai 

dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya 

kebijakan, strategi dan program dengan membandingkan apa yang dicapai 

dengan apa yang diinginkan. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang 

sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi bary, 

ukura/standar yang ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau 

program dan umpan balik yang diterima. 

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan 

dengan beberapa informan terkait kemampuan pemerintah dalam 

mengevaluasi kebijakan/aturan yang sudah dijalankan, maka diperoleh 

berbagai informasi atas dari wawancara yang penulis lakukan sebagai 

berikut: 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu 

informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, 

Muslimin, S.Pd: 
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“…Dalam mengambil keputusan memang kadang tidak berjalan 

sebagai mana yang diharapkan dikarenakan banyak factor-faktor 

yang tidak dapat kita control. Maka dari itu dalam pelaksanaanya 

kita perlu mengevaluasi secara berkala dan juga harus fleksibel. 

Apabila itu masih belum cukup atau tidak sesuai rencana maka kita 

harus evaluasi dengan baik. Kemudian ambil pelajaran agar yang 

buruk tidak terulang kembali” (29 Februari 2024) 

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat 

Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah 

Hanafi, S.H: 

“…Tidak secara subjektif tapi objektif apakah keputusan ini 

memang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bukan untuk 

pribadi. Jika keputusan ini salah dan tidak bermanfaat bagi orang 

banyak bisa kita revisi dan cari yang betul-betul bermanfaat untuk 

orang banyak” (14 Maret 2024) 

Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum Anak 

Makassar, Natasha Jasmine Amelianty: 

“…Ada namanya rapat evaluasi dimana kami dari forum anak itu 

biasa diundang sekitaran 2 atau 3 bulan sebelum penilaian Kota 

Layak Anak (KLA). Dalam rapat tersebut, terkumpul semua SKPD 

(Satuan Perangkat Daerah) yang memang bekerjasama dengan 

DP3A untuk mewujudkan KLA misalnya dengan Dinas 

Perhubungan dan dinas lainnya. Jadi, pada saat evaluasi kita 

melihat apakah kebijakan-kebijakan ini ramah anak atau tidak (17 

Maret 2024) 

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo 

Sahari: 

“…Masyarakat sendiri tidak terlibat banyak dalam evaluasi 

kebijakan di DP3A. Namun, melalui forum-forum yang sudah 

dijalankan sebelumnya dan melalui organisasi terkait dalam 

mengumpulkan data-datanya serta melalui aplikasi media sosial 

setiap aduan atau saran yang masuk.” (17 Maret 2024) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 

memang sudah melakukan evaluasi secara berkala pada kebijakan dan 

program-program yang dibuat. DP3A juga bersifat fleksibel apabila ada 

yang harus diubah dalam hasil evaluasi tersebut. Dalam evaluasinya DP3A 

juga terkadang mengundang dari berbagai SKPD yang memang bekerja 

sama dengan DP3A Kota Makassar. 

3. Thingking Across (Berfikir Lintas Batas) 

Thingking Across merupakan konsep yang melibatkan kemampuan 

untuk mempertimbangkan prespektif, sudut pandang, atau disiplin yang 

berbeda dalam pemikiran atau penyelesaian masalah. 

a. Inovatif 

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan 

dengan beberapa informan terkait inovasi yang telah dibuat oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 

maka diperoleh berbagai informasi dari wawancara yang penulis 

lakukan sebagi berikut: 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah 

satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kota Makassar, Muslimin, S.Pd: 
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“… Salah satu inovasi yang ada di bentuk oleh DP3A seperti 

aplikasi BECCE yang merupakan aplikasi untuk melaporkan 

apa-apa yang sering terjadi di masyarakat sekitar yang dimana 

ada berbagai fitur. Selain itu, Balitbang sudah diubah namanya 

menjadi Badan Riset Informasi Daerah (BRIDA)” (29 

Februari 2024) 

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat 

Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah 

Hanafi, S.H: 

“…Kami membuat inovasi melalui media yang dimana 

pelayanannya itu secara online seperti inovasi BACCE, 

inovasi LA BASO KAWIN, PACAR MANIS. Selain itu, ada 

layanan PUSPAGA dimana BACCE tempatnya layanan 

PUSPAGA. Selain media kita juga turun ke lorong-lorong 

melakukan edukasi terkait isu-isu yang ada, misalnya isu-isu 

perempuan dan anak dengan melakukan pencegahan melalui 

edukasi dan sosialisasi langsung. Kita juga mempunyai inovasi 

Selter warga yang sekarang sudah terbentuk 45 kelurahan 

selter warga. Selter warga merupakan perpanjangan tangan 

dari UPTD P2A karena sumber daya manusia di UPTD P2A 

terbatas. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih 

cepat dan dekat di selter warga yang ada di kelurahan.” (14 

Maret 2024) 

Pernyataan di atas di perkuat oleh Wakil Sekretaris Forum 

Anak Makassar, Natasha Jasmine Amelianty: 

“…Inovasi dari kebijakannya itu sangat dirasakan apalagi dari 

forum anak Makassar karena disetiap tahunnya ada evaluasi 

yang dilakukan bunda-bunda membuat kami merasa nyaman 

dalam berkegiatan di forum anak. Forum anak merupakan 

salah satu penilaian dari KLA, maka dari itu DP3A terus 

berupaya bagaimana kegiatan dari forum anak Makassar teru 

berjalan.” (17 Maret 2024) 

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat, Rilo Prasetyo 

Sahari: 
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“…Sangat merasakan manfaatnya terutama dari forum anak 

sendiri yang selalu memfasilitasi bagaimana menuat anak-

anak di Kota Makassar ataupun anak-anak yang berkebutuhan 

khusus yang kurang layak untuk mendapatkan hak yang yang 

sama dengan anak-anak yang sudah lengkap orangtuanya. Jadi 

dari segi masyarakat sendiri saya menilai bahwa melalui forum 

anak yang merupakan salah satu organisasi yang dibentuk dari 

DP3A karena inovasinya, ide pemikiran dari berbagai anak 

yang aktif mengumpulkan ide-ide kegiatan yang mereka 

lakukan itu bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat” (17 

Maret 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar sangat inovatif dalam membuat program-program yang 

dapat mempermudah pelayanan pada masyarakat. Dalam 

pengaplikasiannya berbagai inovasi telah dibuat seperti inovasi 

layanan online BACCE, LA BASO KAWIN, PACAR MANIS dan 

layanan PUSPAGA yang mana itu semua diperuntukkan untuk 

mempermudah pelayanan ke Masyarakat. Selain dengan layanan 

online, DP3A juga berinovasi dengan membentuk Shelter warga yang 

telah tersebar ke 45 kelurahan untuk pelayanan yang lebih mudah dan 

cepat pada masyarakat. 

Gambar 4. 3 Aplikasi Balla Amma Caradde (BACCE) 

 
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. 

2024 
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b. Perspektif 

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan 

dengan beberapa informan terkait perspektif yang berbeda dalam 

organisasi atau tim, maka diperoleh berbagai informasi dari 

wawancara yang penulis lakukan sebagi berikut: 

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah 

satu informan yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan 

Anak, Muslimin, S.Pd: 

“… Terkadang dalam merencanakan sesuatu kita 

membutuhkan berbagai macam perspektif agar kita bisa 

menimbang mana cara atau langkah yang terbaik untuk 

diambil. Dari perbedaan itulah terjadi diskusi yang nantinya 

akan menghasilkan suatu tujuan yang penting harus saling 

terbuka dalam diskusi.” (29 Februari 2024) 

Hasil wawancara juga yang sama diutarakan oleh Pejabat 

Fungsional bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Halidjah 

Hanafi, S.H: 

“…Setiap orang punya ide atau pemikiran yang berbeda-beda 

sehingga perbedaan itu hal yang sangat wajar. Caranya kita 

menyatukan perbedaan yang penting kita berpatokan pada satu 

tujuan saja. Kemudian perbedaan itu kita tampung dan deteksi 

apa yang mendekati tujuan kita ambil. Kalau memang yang 

tidak sesuai dengan tujuan kita akan melakukan evaluasi 

kembali” (14 Maret 2024) 

  



66 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar bersifat terbuka untuk menampung dan mempertimbangkan 

berbagai ide atau gagasan yang masuk. Setiap ide dan gagasan yang 

berbagai macam itu dipertimbangkan dan dipilih selama sejalan 

dengan tujuan dari DP3A Kota Makassar. 

Gambar 4. 4 Indikator Penerapan Dynamic Governance dalam 

Penyelenggaraan Kota Layak Anak 

Sumber: Nvivo 12 Plus 

Dari hasil penelitian, teori Dynamic Governance menurut Neo, 

Born, and Chen (2007) indikator yang paling maksimal dalam 

Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak 

Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar yaitu indikator Thingking Ahead 

dengan nilai 4 dari skala 4, Thingking Again dengan nilai 2 dari skala 

4, dan Thingking Across dengan nilai 1 dari skala 4. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan Dynamic 

Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layaj Anak (Studi Kasus 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar) yang paling maksimal yaitu indikator Thingking Ahead dan 

disusul oleh indikator Thingking Again. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian mengenai Penerapan Dynamic 

Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Kasus di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan 

indikator thingking ahead (berpikir ke depan), thingking again (berpikir 

kembali) dan thingking across (berpikir lintas batas). 

1. Thingking Ahead (Berpikir ke depan) 

Proses Thinking Ahead membantu organisasi dan para 

pemimpinnya untuk membangun perspektif tentang serangkaian masa 

depan yang masuk akan, mengenal keterbatasan-keterbatasan pada strategi 

saat ini saat dihadapkan pada kemungkinan masa depan. Dalam 

pengaplikasiannya DP3A Kota Makassar bersifat terbuka, adaptis dan 

kolaboratif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan masa 

sekarang dan masa depan yang akan dihadapi. DP3A Kota Makassar 

berpedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dalam bekerja dan dalam mengambil 

suatu Keputusan, selain itu Keputusan-keputusan yang diambil haruslah 

sejalan dengan program nasional karena tujuan nasional  harus sejalan 

sampai ke Tingkat daerah. DP3A Kota Makassar selalu melibatkan pihak-

pihak lain apabila ingin mengambil keputusan demi kelancaran program 

yang akan dijalankan nantinya.  

  



68 
 

 
 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Rusli, 2022) 

yang juga mengemukakan bahwa kemampuan pemerintah untuk mampu 

menggali serta memprediksi perkembangan kasus perlindungan anak yang 

berdampak terhadap perumusan kebijakan atau program dengan kondisi 

ketidakpastian seperti pandemi Covid-19 pemerintah menyediakan 

pelayanan melalui media online yang nantinya meskipun kondisi telah 

kembali seperti semula pelayanan online ini masih bisa terus dijalankan 

bersamaan dengan pelayanan tatap muka. Proses berikutnya adalah 

Pemerintah Kota Pekanbaru mampu mengeksplorasi keterlibatan dari 

pihak lain dalam hal ini pemerintah daerah membentuk Tim Gugus Tugas 

Kota Layak Anak yang melibatkan banyak OPD terkait dalam pemenuhan 

hak dan perlindungan anak guna mewujudkan Kota Layak Anak. 

Kemudian proses yang dilakukan adalah mencari opsi strategi dalam 

mempersiapkan ancaman dan peluang baru yang dituangkan dalam 

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.  

Proses Thinking Ahead (Berpikir ke depan) yang dilakukan 

pemerintah kota Makassar dalam penerapan Dynamic Governance di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 

telah memiliki caranya tersendiri dalam melakukan pengambilan 

keputusan jangka panjang. DP3A mengutamakan diskusi dan musyawarah 

secara bersama-sama untuk membuat suatu keputusan atau program 

jangka panjang, dan juga dalam keputusannya tersebut DP3A menerima 
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berbagai saran dan masukan dari pihak luar misalnya dari Walikota selama 

itu bertujuan baik dan sejalan dengan visi misi DP3A 

2. Thingking Again (Berpikir kembali) 

Dalam suatu organisasi sangat penting untuk penerapan Thinking 

Again sebagai bahan evaluasi pada kebijakan ataupun program-program 

yang dilakukan. DP3A Kota Makassar telah melakukan hal tersebut 

dengan melakukan evaluasi secara berkala pada program-program yang 

dilakukan. Proses evaluasi yang dilakukan bersifat fleksibel jika terdapat 

suatu tantangan ataupun perubahan yang ada. Dalam proses evaluasi, 

DP3A Kota Makassar mengundang berbagai pihak terkait seperti SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar dalam evaluasinya lebih terbuka dan 

akan menghasilkan ide-ide baru yang lebih baik.  

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Sari & Rusli, 2022) 

menyimpulkan bahwa Kemampuan thinking again Pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah dilakukan 

prosedur evaluasi Kota Layak Anak dalam rangka penilaian dan verifikasi 

atas apa yang telah pemerintah realisasikan dalam mewujudkan program 

Kota Layak Anak. Evaluasi KLA ini juga dilakukan untuk mengetahui 

apakah upaya pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan KLA sesuai 

dengan indikator KLA yang telah ditetapkan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk program-

program yang telah dibuat khususnya untuk kota layak anak. Harapannya 
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untuk memastikan kota Makassar terus berkomitmen dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-

anak. Dalam evaluasi tersebut bukan hanya dari DP3A Kota Makassar saja 

tapi juga dilibatkan instansi-instansi lain yang terkait. Dalam evaluasi 

tersebut utamanya membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan 

kelayakan kota sebagai tempat tinggal anak-anak seperti infrastruktur, 

layanan publik, pendidikan, Kesehatan, serta perlindungan anak. 

Harapannya evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kekurangan dan 

potensi yang perlu ditingkatkan agar meningkatnya kualitas kehidupan 

anak-anak di Kota Makassar. Dalam hal ini semua pihak diharapkan untuk 

berkerja sama mulai dari pemerintah, Masyarakat, pihak swasta, dll agar 

terciptanya lingkungan aman, sehat dan mendukung perkembangan anak-

anak. Dalam evaluasi tersebut diharapkan lahirnya ide atau gagasan-

gagasan yang inovatif dan Solusi yang lebih baik untuk memastikan 

kesejahteraan anak-anak terjamin di Kota Makassar. 

3. Thingking Across (Berpikir lintas batas) 

Dalam prosesnya Thinking Across diharapkan untuk mampu 

menciptakan sebuah ide baru yang diperoleh dari berbagai Kumpulan ide-

ide yang inovatif terhadap isu yang ada. DP3A Kota Makassar bisa 

dikatakan cukup inovatif dengan beberapa inovasi yang telah dilakukan 

dengan memanfaatkan media online dan terjun langsung ke lapangan. 

Seperti program BACCE (Balla Amma Caradde) adalah sebuah inovasi 

dengan memanfaatkan media online untuk memudahkan Masyarakat 
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dalam melakukan pengaduan ke DP3A. Berbagai program lain juga dibuat 

seperti LA BASO KAWIN dan PACAR MANIS. 

DP3A Kota Makassar juga berinovasi dengan membentuk Shelter 

warga yang telah tersebar ke 70 dari total 153 kelurahan yang ada di 

Makassar untuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat ke Masyarakat. 

Tentunya dalam memperoleh program-program tersebut DP3A Kota 

Makassar terbuka terhadap berbagai pihak apabila ini memberi ide atau 

saran terhadap DP3A Kota Makassar.  

Adapun ide yang digagas oleh Wali Kota Makassar, Moh. 

Ramdhan Pomanto melalui DP3A menciptakan inovasi shelter warga yang 

dibentuk pada tahun 2016 itu menuai banyak apriasi. Hal ini karena 

peranan besarnya dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak. Shelter 

warga semakin dikenal luas setelah dipresentasikan pada Forum Kawasan 

Timur Indonesia yang digelar di kupang, NTT. Shelter Warga ini 

merupakan yang pertama di Indonesia dan saat ini menjadi percontohan  

kabupaten/kota lain. 

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Rusli, 

2022) memberikan kesimpulan bahwa Kemampuan berpikir lintas batas 

(thinking across) pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan 

Kota Layak Anak dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk 

mengadopsi pengalaman dan pemikiran dari daerah lain guna mendapat 

ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi untuk memaksimalkan 

pemenuhan hak dan perlindungan anak.  
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  Proses Thinking Across yang dilakukan pemerintah kota 

Makassar dalam penerapan Dynamic Governance di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar bersifat terbuka untuk 

menampung dan mempertimbangkan berbagai ide atau gagasan yang 

masuk. Setiap ide dan gagasan yang berbagai macam itu dipertimbangkan 

dan dipilih selama sejalan dengan tujuan dari DP3A Kota Makassar.  

Namun, Thingking Ahead  di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar berbanding terbalik dengan  tujuan dari 

thingking across sendiri dikarenakan inovasi shelter warga justru dijadikan 

contoh daerah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti jawa timur telah 

membuat inovasi rumah aman atau shelter ABH (Anak Berhadapan 

dengan Hukum) dan shelter anak perempuan korban kekerasan. 

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 kepada Kabupaten/kota 

terkhusus di kota Makassar yaitu Kebijakan Sistem Perlindungan Anak 

namun di kota Makassar sendiri kekerasaan anak pada tahun 2023 masih 

terjadi. Dari hasil analisis data menggunakan Nvivo 12 Plus adapun hasil 

dari 3 indikator tersebut bahwa Dynamic Governance sudah dilaksanakan 

di Kota Makassar namun belum optimal terbukti tidak adanya penyesuaian 

kebijakan terhadap kasus kekerasan anak karena dari tahun 2022 ke tahun 

2023 meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Thingking Ahead sudah berjalan secara maksimal karena telah berpikir 

kedepan dalam mempersiapkan pelayanan langsung dengan membentuk 

tim shelter warga di setiap kelurahan dan tidak langsung melalui media. 

2. Thingking Again sudah berjalan namun belum maksimal dalam menijau 

kembali kebijakan-kebijakan sebelumnya telah dilakukan. 

3. Thingking Across belum maksimal karena belum berpikir lintas batas 

dalam menciptakan berbagai inovasi yang ada.  

Jadi, kesimpulan umum berdasarkan hasil penelitian Penerapan 

Dynamic Govenance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi kasus di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar) 

belum menerapkan secara optimal. 

B. Saran 

1. Saran kepada Pemerintah dalam menciptakan berbagai inovasi bisa melihat 

berbagai bahan percontohan di instansi lain. 

2. Saran kepada masyarakat agar berperan aktif disetiap kebijakan atau 

program inovasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian di lembaga lain yang 

berkaitan  seperti Dinas  sosial.
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